
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 


SALINAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 16 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA SANKSI ADMINISTRASI DAN BUNGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang 	 bahwa dalam upaya peningka tan Pendapatan Daerah serta 
peningkatan pelayanan ke pada masyarakat dan tertib 
akurasi data kendaraan bennotor, maka dipandang periu 
memberikan kebijakan pem bebasan Pokok Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor kedu a dan seterusnya serta sanksi 
administrasi dan bunga yang dituangkan dalam Peraturan 
Gubernur Kalimantan Timur ; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 1956 Nomor 
65, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1106); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Per pajakan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Repu bl ik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, ten tang perubahan 
kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indones ia Tahun 2000 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3984 ); 

3 . 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Peru bahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahu n 2004 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
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4. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penmbangan Keu8ngan Antara Pemerintah PUsat dan 
Pemerintah Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomcn 126, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5 . 	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang I<etentuan 
Umum dan Tala Cara Pe rpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 85 , Tambahan 
Lembaran Negara Republi k Indonesia TAhun 2007 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Nc:gara Republik Indonesia Nomor 
4740); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angku tan ,)a.lan (Lem bara.n Negara f~cpu blik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4737) ; 

7. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daer ' h (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 5049); 

8. 	 Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan P 'rundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lcmbaran Ncgara 
Tahun 2011 Nomor 5234); 

9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta.ng 
Pembagian Urusan Pem er inlahan AnLara PemerinLah, 
PemerinLahan Daerah Provinsi dan PemerinLah Daerah 
Kabu paten / KoLa (Lcm baran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor H2, Tambahan Lernbaran cgara 
Repu blik Indonesia Nomor 4737); 

10 Peraturan Pemerintah Nornor 9 1 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kcpala 
Daerah ALau Dibayar Sen diri Oleh WaJib Pajak (IJcmbaran 
Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nornor 153, 
Tambahan Lembaran NCgara Republik Indonesia Nomor 
5179) ; 

11. 	Peraluran Pemerintoh Nom or 23 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan ALas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2010 ten Lang Tata CarD. Pelaksanaan Tugas dan Wcwenang 
serLa I<edudukan Cubernur sebagai Wakil Pemcrintah di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negma Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 44); 

12. 	 Keputusan Presiden Nomor 117/ P Tahun 2008 tentang 
Pcngangkatan Drs. H . A \\c;ll1g Faroek Ishak, M M ,M .Si 
scbagai Gubernur dan Drs . H. Farid wadjdy, MPd sebagai 
Wakil Gubernur KalimanLan Timur Masa Jabatan Tahun 
2008-2013; 

13 . 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Prod uk Hukum Daerah; 
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14. 	 Peraturan Daerah Provin sl Kalimantan Timur Nomor 08 
Tahun 2008 ten tang OrgcLniSaSi dan Tara Kerja Dinas 
Daerah Provinsi Kalima n t.n Timur (Lembaran Daerah 
Provinsi KalimanLan Tlmur TAhun 2008 Nomor 22); 

15. 	PcraLuran Dnerah Provin sl Kalimantan Timur Nomor 01 
Tahun 2011 lcntang PaJft k Daera.h Provinsi Kalimantan 
Timur ( Tambahan Lemb' r n Dacrah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 48); 

16. 	 Pera turan Gubernur Kali m antan Timur l\omor 07 Tahun 
2011 tenlang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Kcndaraan Bcrmotor (Bcnla Dacrah Provinsi Kalimantan 
Tlmur Tahun 20 II Nomor 07 ); 

17 	 Peraturan Gubernur Kali milnLan Timur Nomor 08 Tahu n 
20 I I ten lang Petunjuk Pel ' k sanaan Pemungu tan Bea Balik 
Nama Kendaraan Berm Lor (BeriLa Daerah Provinsl 
Kalimantan Timur Tahun 20 11 Nomor 08); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN GUBERNUR TENT ANG PEMBEBASAN POKOK 
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN 
SETERUSNYA SERTA SANKSI ADMINISTRASI DAN BUNGA. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksu d dengan . 

1. Daerah adalah 	Provinsi l<a1 imanlan Timur 
2. 	 Gubernur ada1ah Gubernur Kalimantan T lm ur ; 
3 . 	 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Pr ovinsi Kalimanlan Timur ; 
4. 	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pe dapaLan Provinsi KallmanlClll 

Timur; 
5. 	 Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Provinsi KalimantC1n Timur, yang 

selanju tnya disebu t pajak , adalah iu ran wajib dan / aLaU kontri busi waJlb 
kepada daerah yang leru lang oleh orang p r ibad i atau badan yang bersifut 
memaksa berdasarkan Undang- Undang, dcngan tidak mendapatkan 
imbaJan secara langsung dan d tgunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan keperluan pembiayaan 
Pembangunan Daerah yang sebesar -besarnya untuk kemakrnuran 
rakyat. 

6. 	 Kendaraan BermoLor adalah semua ke ndaraan beroda dUel 8l8U lebih 
beserta gandengannya yang digu nakan d ij alan darat dan digerakkan oleh 
pcralatan tcknis berupa motor atau perc; lutan lainny8 yang bcrfungsi 
untuk mengubah suatu sumber daya enc rgi tcrtenlu menJadi tcnaga gerak 
kcndaraan Bermotor yang bersangku tan , termasu k alal-alal beral dan 
alal -aial besar yang dalarn opcrclsinya m e ggu nalwn roda dan mOlor dan 
tidak melekat secard permanen sert a kendaraan bcrmotor yang 
dioperasikan di air. 

7. 	 Pajak Kendaraan Bermotor yang seianju tnya disingkat PKB, adalah Pajak 
atas kepemilikan dan/aLau penguasaan k n daraan bermoLor. 

8. 	 Bea 881ik Nama Kendaraan B ermotor yan g se lanjutnya disingkal BBNKS 
adaJah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai 
akibat perjanJian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 

terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan , atau pemasukan 
ke dal8m badan usaha. 
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9 . 	 Bea Balik NamCl Kendaraan Bermotor II yang se lClnJutnyCl disingkat 
BBNKB II adaJah Bea Ballk Nam a Kcndarda n Bermotor untuk penyerahan 
kcdua, dan seterusnya. 

BAB II 
PELAKSANAAN 

Pasa12 

(I) 	 Membe nk an pembebasan Pokok Be a Ba lik Nama l(cnd a rnan Bcrm otor 
kedua dan seteru s nya serta sa nksi ad m inistrasi dan bunga , terhitung 
mul al tanggal 01 Jun i 20 12 sampal dengan 31 Juli 2012. 

(2) Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kcndaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adaJah atas pcnyerahan kcndaraan bcrmotor 
ked ua d an seteru snya bagl kendaraan ber motor yang terd afta r di Provin s i 
Kallm a.ntan Timur. 

(3) 	 Pembe basan Pokok Bea Balik Nama Ke ndaraan Bermotor kedua dan 
seterus nya sebagaimana dlmak sud pacta ayal ( I) dan ayal (2) dibebaskan 
dari sanksi ad mini strasi dan bunga , n a m un telap diwajlbkan memb aya r 
Pokok PKB teru tang 

Pasa13 

Menugaskan KepClda Ke pala Di n as untuk m c.: laksanakan pera turan ini dan 
mengambil lan gkah-l a n gkah koordinasi den gan Kepollsian Daerah Kalimantan 
Timur dan Cabang PT Jasa Rah arja Kalimanta n Timur. 

BABIII 

KETENTUANPENUTUP 


Pasa14 

Ha l-hal yan g be \um diaLur dCll am Peraturan Gubernur ini , sepanja ng mengenai 
tcknis pelaksanaannya diatur Icbih lanJut oleh I<epala Dinas. 

Pasa15 

PerClturan Gu bernur ini mulai ber/ uku pada ta n ggal diund angkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint a h kan pengundangan Peratu ran 

Gu bernur ini dcngan pc nempatannya dalam Be rita Dacrah Provins i KCllimantCln 

Timur. 


Ditetapkan eli Sam arin cla 
pa d a 	tanggal 28 .:ei 2012 

GUB ERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. 	H. AWANG FAROEK ISHAK 

Diundangkan di Sa marinda 
pada 	tanggal 

Saltnan sesual dengan asltnya SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SEK RETARIAT DAERAH PROV o KALTIM 

KALIMANT AN TIMUR HUKUM, 

ttd 

DR. 	H. IRIANTO LAMBRIE 
H. SU OTO, SH 

PEMBINA TK. I 


NIp. 19620527 198503 1 006 
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